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ABSTRAKSI 

Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan 

yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, sosiologis dan yuridis agar gratifikasi 

yang diatur secara formulasi bisa memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum dalam implementasinya. Gratifikasi bukanlah jenis delik melainkan sebagai unsur 

delik, adapun deliknya sendiri adalah penerima Gratifikasi. Pembuktian apakah Gratifikasi 

sebagai suap atau tidak dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menganut asas pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, penerima Gratifikasi wajib memberikan laporan kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, jika hal tersebut 

tidak dilakukan maka gratifikasi tersebut, dianggap sebagai suap, laporan kepada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak gratifikasi itu 

diterima dan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan apakah 

gratifikasi tersebut sebagai suap atau tidak dan jika terbukti suap maka gratifikasi itu akan 

menjadi milik negara dan sebaliknya apabila tidak ada kaitannya gratifikasi tersebut menjadi 

hak dari penerima gratifikasi. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan 

reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan 

masyarakat. Kesamaan visi persepsi dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati 

nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang 

dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana 

diamanatkan oleh Keputusan MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara 

Yang Bersih Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
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 Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan 

yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian 

serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama hukum pidana korupsi. Hal ini disebabkan 
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